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Pasal 2
RuangLingkup

Whunmh kerjasama ini meliputi kegiatan:
penyelenggaraan Pelatihan PM hagi Kepala Sekolah dan Guru;
-h pmmn auﬁnher daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal3
Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

Bentuk kerja sama adalah pengelolaan dana pelaksanaan Pelatihan PM bagi
'Mm dan Guru melalui pendidikan dan pelatiban dengan target

Pﬂﬂﬂ, SLB dan PNF dapat Mendaftarkan 1 orang

b. Satuar lwmn ﬂﬂ mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah, satu
'I ~ Guru w:ﬂmﬂ;ﬂuru Helas Bawah

MA dan SMKdapat mendaftarkan 1 orangSepala
rumpun MIPA, IPS dan Humaniora /Terapan

L—.ﬂ- SEEetile . -.-.:._m‘“s

gung jawab:
Eﬁﬁsﬂj I'NBP F‘ungstnnal Pelatihan




KEDUA mempunyai tugas dan tangpung jawab:

7] P K : .
(2} I.:HJ::,{.,m.-ﬂnk.-:sik.-m Biava Pelatihan PMbagi Kepala Sekolah dan Guru

yang meliputl tarif PNBP Fungsional dan biaya diluat ku.nmum.-n I‘N!.fl'

Fungsional atas layanan PNBP sesuai kontrak kerja sama yang

disepakati oleh PARA PIHAK; . .

melakukan pembayaran komponen pendanaan PNBP fungsional dan

Komponen di luar PNBP Fungsional kepada PIHAK KESATU melalul

Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan ketentuan yang berlaku terkait PNBP kepada PIHAK KESATU melalui

rekening RPL(Kede Virtual Account pembayaran);

¢. mengalokasikan dan melakukan pembayaran langsung untuk
transport dan penginapan peserta Pelatihan PM bagi Kepala Sekaolah
dan Guru, sesual kebutuhan kegiatan dan ketersediaan anggaran;

d. menerima kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi
Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU; dan

e. menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATL.

Pasal 5
Pembiayaan

{1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan
Guru berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOSKinerja/ BOS
Reguler dengan mekanisme PNBP yang dikelola oleh PIHAK KESATU;

() Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud belum termasuk akomodasi dan
transportasi peserta yang akan ditanggung oleh Dana BOSKinerja/ BOS
Reguler

[3) Besaran total keseluruhan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan
Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) adalah
sebesar Rp. 6.770.250 (Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua
Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya PNBP Fungsional yang akan disetorkan ke kas negara sebesar
Rp. 2.503.500 (Dua Juta Lima Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

b. Biaya diluar komponen PNBP Fungsional atas layanan PNBP sebesar
Rp.4.266.750 (Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh
Ratus Lima Puluh Rupiah)

Pasal6
Tata Cara Pembayaran

(1) PIHAK KEDUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan Pelatihan PM
bagi Kepala Sekolah dan Guru dengan mekanisme PNBP fungsional dan
komponen diluar PNBP fungsional kepada PIHAK KESATU melalui
transfer ke rekening bendahara dengan rincian sebagai berikut:

Kode VA pembayaran : 865815022064620
Bank : Mandiri

i Fr;w KESATU akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui
@ P .._g:‘lﬂﬂ.ﬂ?l:.ﬂtas komponen PNBP Fungsional.
: Pm_f;g:gﬁggalma.na dimaksud pada ayat (1) dan (2) Menyelesaikan
(4) PIHAK KESATU tlears oo o2t hari ke-3 {tiga) Sebelum IN 1 berjalan;
o et e LS mengemba | :
sﬂkﬂ]ﬁh dan Guru pada reE an sisa dana Pelatihan PM bagi Kepala

; ening RPL (ji :
pelaksa naan pelatihan, g (Jika ada) ke Kas Negara pada akhir




Pasal 7
KetentuanPajak

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini
mni ﬂnﬂiﬂ" ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Jangka
Waktu

Kontrak KerjaSama  ini berlaku terhitung sejak ditandatangani ‘oleh PARA
PIHAK sampai dengan 10(sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan IN2 selesai.

Pasal 9
Sanksi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada
kontrak kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesual ketentuan

paut-umn perundang-undangan.

Pasalll
Keadaan Kahar (ForceMajeure)

(1) Yang dimaksud keadaan kahar (Force Majeure) adalah peristiwa seperti:
. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang,
II L huru-hara, pemogokan, pamhemntakau, dan epidemi yang secara
: keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan.

{B} Apabila terjadi keadaan kahar (ForceMajeure) sebagaimana dimaksud pada

~ ayat(1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (Force Majeure)
~ wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yang
P *mmdu]mngm'jadlnya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Eﬂﬂfﬂﬂiﬂiﬁﬂ?&rﬁﬂsﬂian

i ':"ah yang hmbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini
yelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- Fﬂﬁﬂliﬂ
anlaerii‘ahuan

wsheﬂmbungan dengan kontrak ini wajib diberikan
A PIHAK dengan alamat sebagai berikut:
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Ho-:rﬂp O819-1801-9004
Surel






